PENGAWASAN TERHADAP BAHAN BERBAHAYA (B2)YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DI KOTA PADANG by ANDRE, AULIA RAHMAN
  
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku 
Amiruddin, dan Asikin, Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian 
Hukum,  Mataram : PT Fajar Graffindo Persada. 
 
Atmosudirdjo, Prayudi,1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : 
Ghalia  Indonesia. 
 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2014, Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Pengawasan pengadaan, Peredaran, dan 
Penyalahgunaan Bahan  Berbahaya Dalam Pangan, Jakarta : Badan 
POM Republik Indonesia. 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia,  Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Erwin, Muhamad, 2011, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap 
Hukum, Jakarta :  Raja Grafindo Persada 
 
Mardalis, 1995, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: 
Bumi  Aksara. 
 
Miriam Budihardjo, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. 
Moh, Nazir, 2009, Metode Penelitian, Bogor,Ghalia Indonesia. 
M.Hadjon, Philipus, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 
 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 
 
Ridwan. HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo 
 Persada. 
 
Ridwan. HR, 2010, Hukum Administrasi Negara Edisi revisi, Jakarta : 
Raja  Grafindo Persada. 
 
Siagian, SP, 1994, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang 
Pemerintahan, Jakarta :  UI Press. 
 
Soemitro , Ronny Hanitijo, 1998, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta : 
 Ghalia. 
 
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: 
Universitas  Indonesia. 
  
 
Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 
Jakarta :  Sinar Grafika. 
 
B. Undang-Undang 
Undang- Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu,dan 
Gizi Pangan. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. 
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat 
Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan  Berbahaya. Peraturan 
Bersama Mentri Dalam Negri RI dan Kepala Badan Pengawas Obat-
obatan dan Makanan Nomor 43 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalah gunakan dalam Pangan. 
 
Peraturan Mentri Perdagangan Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang 
Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya di rubah dengan Peraturan 
Mentri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 dirubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 75 / M –DAG / PER /10/2014 
Tentang Pengadaan, Distribusi,dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 
Tentang Bahan Tambahan pangan 
 
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negri RI dan Kepala Badan Pengawas 
Obat-obatan dan Makanan Nomor 43 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalah gunakan dalam Pangan. 
  
 
Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK : 
03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman pemberian Sertifikat 
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 
 
C. Website 
https://id.wikipedia.org/wiki/Boraks Diakses Tanggal 25 Juni 2015. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_borat Diakses Tanggal 25 Juni 2015  
http://dinazainuddin.blogspot.com/2012/12/dampak-penggunaan-zat-
pewarna-tekstil.html Diakses Tanggal 25 juni 2015  
http://kbbi.web.id/izin dikases Pada tanggal 26 januari 2016 pukul 09.31 
WIB. 
http://kbbi.web.id/kontrol diakses Pada Tanggal 27 Januari 2015 Pukul 22.00 
Wib 
 
